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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa dalam penetapan retribusi izin mendirikan bangunan
untuk bangunan yang melaksanakan fungsi sosial dan budaya
perlu dilakukan perubahan terhadap penetapan retribusi izin
mendirikan bangunan tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);



10.

11.

12.

13.
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14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558)
sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia
5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan kemudahan Investasi di darah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran DaerahKota Pontianak
Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pontianak Nomor 108);



15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pontianak Nomor 149);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN

WALIKOTA PONTIANAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) diubah dan ditambah 1
(satu) angka yakni angka 19 (sembilan belas), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

DalamPeraturan Walikota ini yangdimaksuddengan:

1.
2.

DaerahadalahKota Pontianak.
PemerintahDaerahadalahKepalaDaerahsebagaiunsurpenyelenggara
pemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang
menjadi kewenanganKota Pontianak.

Walikota adalah Walikota Pontianak.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu SatuPintu
adalahDPMTKPTSP Kota Pontianak.
RetribusiDaerahyangselanjutnyadisebutretribusiadalahp ungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberianizintertentu yang
khususdisediakandan/ataudiberikanolehPemerintahDaerah untuk kepentingan
orangpribadi atau badan.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkatIMB adalah

perizinanyang diberikanolehPemerintahDaerahkepadapemohon untuk
membangunbaru, rehabilitasi/renovasi, dan/ataumemugar dalam
rangkamelestarikanbangunansesuaidenganpersyaratan administrasi

danpersyaratan teknisyangberlaku.
RetribusilzinMendirikanBangunanadalahpungutandaerahsebagai
pembayaranataspemberianizinmendirikanbangunantermasuk di
dalamnyapenertibanlzinMendirikanBangunan untuk bangunanyang
telahberdiritetapibelummemilikiizindanbalik namalMBkepada PemerintahKota
baik pribadi ataubadan.
Pemohonadalahsetiaporang,badanhukumatauusaha,kelompok
orang,danlembagaatauorganisasiyangmengajukanpermohonan izin mendirikan
bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunanfungsi khusus
kepada Pemerintah.

Wajib  Retribusi adalah orang ©pribadi ataubadan yang menurut
peraturanperundang-undangan retribusidiwajibkanuntukmelakukan
pembayaranretribusi,termasukpemungut atau pemohonretribusi tertentu.
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10. Masa Retribusiadalah suatujangkawaktutertentuyang merupakan

bataswaktubagiwajib retribusiuntuk memanfaatkanjasa dan
perizinantertentudariPemerintahKotaPontianak.

11.PenguranganRetribusi adalahmengurangi sebagianjumlahretribusi
perizinantertentuyang seharusnyawajibdibayarolehwajibretribusi

yangdilaksanakansetelahditetapkandenganPeraturanWalikota.
12.Keringanan Retribusi adalah meringankan wajib retribusi perizinan
tertentudarikewajibanmembayar retribusidengancaramengangsur (menyicil)
atau memberikankelonggaran/perpanjanganwaktutanpa
mengurangibesaranretribusiyang harusdibayar yangdilaksanakan
setelahditetapkandenganKeputusan Walikota.
13. PembebasanRetribusiadalahmembebaskanseluruhkewajibanwajib

retribusiperizinantertentuuntuk membayarseluruhretribusiyang
telahditetapkanmenjadiRp. 0,-(nolrupiah)karenaketentuan peraturan
perundang-undangan, dan kebijakan daerahyang

dilaksanakansetelahditetapkandenganKeputusan Walikota.

14. Keadaanmemaksa(ForceMajeure)adalahsuatukejadianyangterjadi
diluarkemampuanmanusiadantidakdapatdihindarkan sehingga suatu kegiatan
tidak dapat dilaksanakan atau tidakdapat
dilaksanakansebagaimanamestinyasepertipeperangan, kerusuhan, revolusi,
bencanaalam, pemogokan, kebakaran, danbencanalainyang harus dinyatakan
olehpejabat yangberwenang.

15. BangunanGedung adalahwujud
fisikhasilpekerjaankonstruksiyangmenyatudengantempatkedudukannya,sebagi
anatau seluruhnya beradadiatasdan/ataudidalam tanahdan/atauair,yang
berfungsisebagai tempatmanusiamelakukankegiatannya, baik untuk
hunianatautempattinggal kegiatan  keagamaan,kegiatanusaha,kegiatansosial,
budaya,maupunkegiatankhusus.

16.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik pekerjaan

konstruksiyang menyatudengan tempatkedudukannya,sebagianatau
seluruhnyaberadadiatasdan/ataudidalamtanahdan/atau air,yang tidak
digunakanuntuktempat hunianatau tempat tinggal.

17. Toweradalahmenarayangterbuatdarirangkaianbesiataupipa baik
segiempatatausegitiga,atauhanyaberupapipapanjang (tongkat)
dengankegunaansebagai transmisi telekomunikasi.

18. Reklameadalahbenda,alat,perbuatan,ataumediayang bentukdan
corakragamnyadirancanguntuk tujuankomersialmemperkenalkan,
menganjurkan,mempromosikan,atauuntukmenarikperhatian umum
terhadapbarang,jasa, orang pribadiataubadan,yang ditempatkan

ditempattertentusehinggadapatdilihat,dibaca,didengar,dirasakan
danataudinikmati olehumum.

19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (5),ayat (6) dan ayat (7)
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemberian Pengurangan retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan
secara langsung berdasarkan besaran jumlah retribusi kecuali untuk Izin
Mendirikan Bangunan dengan guna bangunan tower dan reklame.

(2) Wajib retribusi dengan guna bangunan Tower dan Reklame dapat
mengajukan pengurangan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Walikota Pontianak atau pejabat yang ditunjuk;
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b. berdasarkan permohonan wajib retribusi, Organisasi Perangkat Daerah
yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu melakukan kajian
dan peninjauan lapangan;

c. hasil kajian dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Walikota
dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terkait untuk
mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh Walikota;

(3) Tata cara dalam pemberian keringanan retribusi izin mendirikan
bangunan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
a. harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7ayat (3);
b. mengajukan Permohonan Keringanan sebagaimana tata cara yang
tertuang pada Pasal 8ayat (2);

(4) Tata cara dalam pemberian pembebasan retribusi izin mendirikan
bangunan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
a. harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7ayat (3);
b. mengajukan Permohonan Keringanan sebagaimana tata cara yang
tertuang pada Pasal 8ayat (2).

(5) Pengurangan retribusi IMB khusus terhadap bangunan yang memiliki
fungsi sosial dan budaya dengan guna bangunan untuk pendidikan dan
guna bangunan untuk kesehatan diberikan pembebasan retribusi tanpa
harus mengajukan permohonan kepada Walikota Pontianak.

(6) Bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya dengan guna bangunan
untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Institusi
pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.

(7) Bangunan yang memiliki fungsi sosial budaya dengan guna bangunan
untuk kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Fasilitas
Kesehatan baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.

3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk wajib retribusi IMB dengan jumlah ketetapan retribusi di atasRp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang dan paling rendah
Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

(2) Untuk wajib retribusi IMB dengan jumlah ketetapan retribusi sampai dengan
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang dan paling rendah Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3) Untuk bangunan dengan kriteria sebagaimana yang tertuang dalam Pasal
7ayat (3) dapat diberikan pengurangan setinggi-tingginya 100% (seratus
persen) dari retribusi terutang.

(4) Untuk bangunan dengan kriteria bangunan yang memiliki fungsi sosial dan
budaya dengan guna bangunan untuk pendidikan dan guna bangunan
untuk kesehatan sebagaimana dimaksuddalamPasal 8 ayat (5), ayat (6) dan
ayat (7) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terhutang.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Mei 2019

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAKTAHUN 2019 NOMOR 35
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